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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance
yang diproksikan dengan kepemilikan intitusional , komisarisindependen, komite audit
dan kualitas audit terhadap penghindaran pgjak. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling jumlah perusahaan pertambangan yang
dijadikan sampel sebanyak 13 perusahaan dalam periode 3 tahun sehinggatotal sampel
penelitian adalah 39. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regres linear
berganda dengan bantuan Statistical Package for Social Science (SPSS). Berdasarkan
hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan
institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap
penghindaran pgjak. Sedangkan kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran

pajak.
Kata kunci: Corporate governance, kepemilikan institusional, komisaris Independen,
komite audit, kualitas audit, penghindaran paak

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem self assesment dalam system pemungutan pajak dimana
wajib pgak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan
sendiri kewagjiban paaknya. Pada saat yang bersamaan pemungutan pgak yang
dilakukan oleh pemerintah juga tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari wajib
pajak, dikarenakan pajak dianggap sebagai beban dan akan mengurangi lababersih dari
wajib paak, waib pagak akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah



mungkin sedangkan di sisi lain pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan dari
sektor perpgakan untuk membiayal penyelengggaraan negara, adanya perbedaan
kepentingan ini yang seringkali menjadi pemicu wajib pagak untuk melakukan
pengurangan pajak baik secaralegal yaitu dengan penghindaran pgjak (tax avoidance)
ataupun dengan carayang illegal yaitu penggelapan pajak (tax evasion).

Penghindaran pgjak terbagi atas penghindaran pgjak yang dapat diperkenankan
(acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan
(unacceptabl e tax avoidance). Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan misalnya
penghindaran pajak agresif tidak diperkenankan dikarenakan akan menjurus pada
penggel apan pajak. pada dasarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal,
akan tetapi jika dililhat dari sudut pandang penerimaan negara maka tindakan
penghindaran pajak adal ah tindakan yang merugikan negara, tidak tercapainyarealisasi
penerimaan dari tahun ke tahun mengindikasikan maraknya tindakan penghindaran
pajak yang terjadi pada perusahaan.

Sektor pertambangan memiliki andil yang besar menyumbangkan penerimaaan
negara baik melalui sektor pajak maupun non pajak. penerimaan pajak dari sektor
pertambangan berasal dari pajak penghasilan dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), baik
PPN dalam negeri maupun PPN Impor. Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor
pertambangan selama tahun 2018 meningkta seabanyak 70% walaupun di sisi lain
hanya menyumbang 6,4% dari total penerimaan negara dari sektor pajak, angka
tersebut dinilai belum maksimal sehinggadisinyalir adanyapraktik penghindaran pajak
yang terjadi pada perusahaan pertambangan. Hal ini diperkuat dengan adanya masalah
terkait regulass PBB (Pgak Bumi Bangunan) dan PPN, dimana permasalahan
ketidakjelasan regulasi terkait PPN dan PBB tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib
pajak untuk melakukan penghindaran pajak, berangkat dari pengertian penghindaran
pajak yaitu upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan
memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang berlaku. Untuk memaksimalkan
penerimaan pajak dari sektor pertambangan pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang perlakuan pajak dan bukan pagak bidang
pertambangan, selain itu Direktorat Jendral Pajak juga membentuk Kantor Pelayanan
Pgak Khusus untuk Pertambangan untuk mempermudah wajib pajak perusahaan
pertambangan dan sebagai komitmen Direktorat Jendral Pajak untuk perpajakan.

Corporate governance merupakan mekanisme yang mengatur dan mengendalikan
perusashaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus, pengelola
perusahaan, pihak kreditur dan pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan
internal maupun eskternal lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan
(Oktofian, 2015).dalam penelitian ini corporate governance diproksikan dengan



komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit.
Keempat proksi corporate governance yang dipiilih sebagai veriabel dianggap mampu
memberikan pengawasan dan pengendalian serta memiliki peran pada perusahan untuk
mencegah terjadinya prilaku penghindaran pajak yang agresif yang berpotensi
merugikan para pemangku kepentingan.

Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam
surat pemberitahuan pgjak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir
berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah oleh karenaitu
dalam enelitian ini mengadopsi pendekatan secara tidak langsung untuk mengukur
variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan mulai menghitung cash Effective
Tax Rate (ETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba
sebelum pajak. semakin besar Cash ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat
penghindaran pajak perusahaan .

Praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor corporate governance. Terdapat
beberapa hasil penelitian pengaruh antara corporate governance terhadap
penghindaran pagjak. Hasil empiris Tandean dan Winnie (2016), membuktikan
corporate gover nance yang diproksi dengan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif,
ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit dan proporsi
dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan Annisa
dan Kurniasih (2012), dibuktikan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak.

Mulyani (2018), membuktikan bahwa cor porate governance yang diproksikan dengan
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil ini
tidak sesuai dengan hasil Winata (2014), yang menyatakan cor por ate gover nance yang
di proksikan dengan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Komite audit yang digunakan dalam penelitian Oktofian (2015),
membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifkan terhadap
penghidaran paak, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018), dan
juga pendlitian yang dilakukan Tandean dan Winnie (2016). Hasil ini tidak sesuai
dengan Sandy dan Lukviarman (2016), yang menyatakan komite audit berpengaruh
negatif dan signifkan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti
tertarik untuk meneliti topik mengenai penghindaran pgjak dengan menggunakan
corporate governance sebagai variabel independen, peendlitian ini menggunakan
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2017
sebagai sampel. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa
tambahan informasi daam melakukan penghindaran pgak yang benar dan tidak



merugikan pemangku kepentingan serta hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu
bukti penerapan teori keagenan pada perusahaan pertambangan.

Tinjauan pustaka
Teori keagenan

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan (agency theory). Teori
keagenan merupakan kontrak untuk memotivasi agen untuk betindak atas nama
pemilik ketika kepentingan agen tidak sgjalan dengan kepentingan pemilik (Scott,
2003:305). Teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal yaitu pemegang saham
dan agen yaitu mangjemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat |angsung dalam
operasional perusahaan, oleh karena itu pemegang saham dengan kata lain
menyediakan fasilitas dan dana untuk operasional perusahaan. Aktivitas operasional
perusahaan dijalankan oleh mangemen, pihak mangemen bertanggung jawab atas
sumberdaya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil terkait kebijakan
perusahaan. Mangemen selaku agen bertanggung jawab menjalankan perusahaan
sesuai dengan keinginan para pemegang saham selaku prinsipal, akan tetapi pada
praktiknyamanajer tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
Teori keagenan mengasumsikan bahwatidak adaindividu yang mau bertindak kecuali
untuk kepentingannya sendiri (Deegan dan Unerman, 2006: 215).

Teori keagenan mengasumsikan adanya asimetri informasi di antara manajemen dan
pemegang saham, hal ini memungkinkan manajer melakukan tindakan oportunistik
untuk kepentingan pribadi. Prinsipal perlu menyediakan insentif yang sesuai untuk
memotivasi manger untuk meningkatkan kualitas kerja dalam menjaankan
operasional perusahaan secara umum dan juga untuk meredam sifat oportunistik yang
mungkin timbul, insentif ini disebut biaya keagenan (agency cost). Berdasarkan teori
keagenan, pengelolaan perusahan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan
pengelolaan perusahaan dijalankan dengan penuh kepatuhan pada peraturan yang
berlaku (Hanum, 2013). hal ini yang mendasari pemikiran tentang corporate
governance. Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh corporate governance
terhadap penghindaran pajak corporate governance diprediksi memiliki pengaruh
terhadap penghindaran paak. dalam penelitian ini corporate governance dibagi
menjadi empat proksi yaitu kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit
dan kualitas audit, keempatnya dianggap dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan
perusahaan.

Penghindaran Pajak

penghindaran pgjak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimakan paak yang
dibayarkan dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang berlaku. Terdapat



dua macam penghematan pagak, penghematan paak yang bersifat illegal disebut
penggelapan pgak (tax evasion) dan penghematan pajak secara legal disebut
penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak terbagi atas penghindaran
paak yang diperkenankan dan penghindaran pagak yang tidak diperkenankan,
penghindaran paak yang tidak diperkenankan dianggap tindakan merugikan
dikarenakan tindakan tersebut menjurus kepada penggelapan pajak. Penghindaran
pajak merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan efek terhadap kewajiban
pajak, baik upaya yang diperbolehkan ataupun upaya khusus untuk mengurangi pajak,
biasanya memanfatkan kelemahan peraturan pagjak yang berlaku (Dyreng, 2008).

Corporate Governance

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengetur hubungan antara
pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemrintah, karyawan dan
pihak internal serta eskternal lain yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung
javab mereka (Isgiyarta dan Tritiarini, 2005). Sedangkan Herawati (2005)
mendefinisikan corporate governance sebagal suatu sistem yang mengatur suatu
perusahaan yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah. Corporate governance
dalam pendlitian ini meliputi : kepemilikan institusional, komisaris independent,
komite audit, dan kualitas audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang
mayoritas dimiliki oleh intitusi atau lembaga mapun perusahaan lain (Sandy dan Niki,
2015). Ingtitusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi
kesalahan. Hal ini dikarenakan investor intitusi lebih berpengalaman dan dianggap
memiliki sumberdaya yang lebih memadai untuk memproses informasi dibandingkan
investor individual, dengan demikian akan membatasi ruang gerak mang emen untuk
melakukan kesalahan maupun kecurangan yang disengagja dalam menyajikan laporan
keuangan perusahaan.

2. Komisaris Independen

Dewan komisaris independen bertanggung jawab dan memiliki kewenangan
mengawasi kebijakan yang silakukan direks dan mangemen atas pengelolaan
sumberdaya perusahaan agar dapat berjalan efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka
mencapal tujuan organisasi sertamemberi nasihat bila diperlukan, (Darmawati, 2004).
Dewan komisaris independen sangat penting dalam perusahaan dikarenakan akan
sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil perusahaan sehingga dewan
komisaris harus memiliki kemampuan dengan latar belakang bidang ekonomi. Dewan
komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan



tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksaan kebijakan
tersebut oleh direksi, dan memberi nasehat kepada direksi jika diperlukan (Muntoro,
2007).

3. Komite audit

Komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit menurut
Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk
melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Sedangkan dalam keputusan
Bursa Efek Indonesia tentang keputusan direkss BEJ No. Kep-315/BEJ06/2000
menyatakan bahwa komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris yang aggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite
audit melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap fungsi
dewan direksi dalam pengel ol aan suatu perusahaan. Komite audit terdiri dari tiga orang
dan minima satu di antaranya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan
keuangan.

4. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor saat mengaudit
|aporan keuangan perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem
akuntansi perusahaan dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana
pada saat melaksanakan tugasnya auditor mengikuti peraturan standar auditing dan
kode etik akuntan yang berlaku (Mulyani, 2018). Laporan keuangan memilki peran
penting dan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor, oleh karena itu
kualitas laporan keuangan perusahaan dapat dinilai dari apakah perusahaan tersebut
menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four. Laporan keuangan yang diaudit
oleh KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas dikarenakan sebagian besar
perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal seluruh duniadiaudit oleh KAP tersebut,
Laporan keuangan dipercaya dipercaya lebih menampilkan nilai perusahaan yang
sebenar-benarnya. Kualitas audit dapat dukur dengan proksi ukuran KAP, apakah
termasuk dalam The Big Four atau tidak (Sentiana dan Setyowati, 2014).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis
Pengar uh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional diproksikan dengan saham intitusi, yang merupakan
penjumlahan atas presentase saham yang dimiliki oleh institus atau lembaga, baik
lembaga yang yang berada di luar negeri maupun dalam negeri (Susiana dan Herawati,
2007). Intitusi secara professiona akan memantau perkembangan investasinya
sehingga menyebabkan pengendalian terhadap tindakan yang diambil oleh manajemen



sangat tinggi, semakin besar presentase sasham institusi dalam suatu perusahaan maka
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan institusi selaku pemilik saham terhadap
perusahaan tersebut semakin tinggi, hal ini akan menyebabkan ruang gerak manajemen
untuk melakukan mangemen laba akan semakin kecil, sehingga kemungkinan
terjadinya manajemen laba dan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018), menyatakan kepemilikan
institusional berpengaruh postif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin
besar proporsi kepemilikan instituss dalam satu perusahaan semakin kecil juga
kesempatan mang emen untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di
atas sehingga dapat digjukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Pengar uh komisarisindependen terhadap penghindaran pajak

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan
direks, dewan komisaris lain, pemegang saham pengendali dan hubungan bisnis lain
yang akan mempengaruhi tugas kan tanggung jawabnya untuk bertindak independen
dalam melakukan tindakan sesuai dengan tujuan perusahaan (Asri dan Ketut, 2016).
Semakin banyak komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan
mengontrol tindakan yang dilakukan oleh mangemen, sehingga kesempatan bagi
mangjemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan lebih kecil. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), membuktikan dalam penelitiannya
bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin besar pula yang tidak
ada kaitannya dengan pemegang saham kendali sehingga kebijakan dalam perusahaan
terkait dengan penhindaran pajak akan semakin kecil. Sgjalan dengan penelitian Asri
dan Ketut (2016) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka digukan
hipotesis sebagai berikut:

H2: Komisaris Independen ber pengaruh terhadap penghindaran pajak
Pengar uh komite audit terhadap penghindar an pajak

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk
membantu perusahaan dalam mengawas kinerja manajemen dan juga untuk diminta
pendangannya dalam penyusunaan laporan keuangan perusahaan, dan masalah terkait
kebijakan keuangan maupun pengendalian internal peusahan. Sejak corporate
governance direkomendasikan di Bursa Efek Indonesia, komite audit merupakan
elemen yang sangat penting, sehingga Bursa Efek Indonesia mewajibkan adanya



komite audit dalam perusahaan yang terdaftar. Adanyakomite audit akan memperketat
kebijakan keuangan perusahaan, semakin banyak jumlah komite audit semakit ketat
pula suatu kebijakan yang dihasilkan. Semakin besar jumlah komite audit maka akan
berpengaruh pada citra dan integritas serta kredibilitas perusahaan, karena semakin
besar jumlah komite audit maka kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan
kebijakan lain yang menguntungkan manajer akan semakin kecil.

Menurut penelitian yang dilakukan olen Mulyani (2018) komite audit
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sgjalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Winata (2014), Oktofian (2015), Fadhilah (2014), Puspita (2014),
Winnie (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifkan terhadap
penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digjukan hipotesis sebagai
berikut:

H3: Komite audit ber pengar uh terhadap penghindaran pajak
Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor
mengaudit |aporan keuangan klien dan melaporkan kesalahan atau pelanggaran yang
terjadi sebenar benarnya (Dewi dan Jati, 2014). Perusahaan yang laporan keuangannya
diaudit oleh kantor Akuntan Publik The big Four biasanya akan menghasilkan kualitas
audit yang semakin baik dan kebijakan penghindaran pagjak akan semakin sulit untuk
dilakukan, perusahaan tidak akan melakukan mannipulasi untuk penghindaran pajak
ketika kualtias audit sudah baik. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Mulyani (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. kualitas audit lebih berkualitas akan mampu membatasi praktik
mangemen laba yang dilakukan oleh pihak mangemen. Hal ini sgalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2012) yang menyatakan kualitas audit
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu dapat digjukan
hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas Audit berpengaruh terhadap penhindaran pajak
Metode Penelitian
Jenis Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal
komparatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2011: 27) penelitian kausal komparatif
merupakan penelitian yang memiliki karakter masalah sebab akibat antara duavariabel
atau lebih. data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan peristiwadan fakta
yang telah terjadi. data yang dikumpulkan dari peristiwa dan fakta yang dikumpulkan



yang kemudian diidentifikasi sebagai variabel yang mempengaruhi (independent) dan
variabel yang dipengaruhi (dependent).

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi merupakan wilayah generalisas yang
terdiri atas obyek /subyek yang mempunyal kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelgari dan ditarik kesimpulannya.
Sedangkan menurut Sekaran (2016:236), populasi merujuk kepada kelompok orang,
peristiwa atau hal hal yang menarik yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua perusahaan yang bergerak dalam bidang mineral dan
pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 43
perusahaan. Alasan peneliti memilih populas tersebut adalah dikarenakan perusahaan
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dianggap sudah mampu menerapkan
cor por ate gover nance dengan baik, dan juga dikarenakan seluruh kegiatan opeasiona
perusahaan mineral dan pertambangan termasuk dalam aspek perpajakan

Sampel adalah bagian dari populasi yang apabila peneliti melakukan penelitian
terhadap sampel maka akan dapat ditarik kesimpulan yang mewakili seluruh populasi
(Sekaran, 2016:237). Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling. Sugiyono (2014:85) menyatakan purposive sampling adalah
tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Perusahaan bidang pertambangan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama
periode tahun 2015-2017

b. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan selama periode tahun 2015-
2017

c. Perusahaan tidak mengalami kerugian pada tahun pengamatan

d. Perusshaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan sesuai dengan
kebutuhan penelitian ini

Jenisdan Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan tahunan
perusahaan pertambangan yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan website
resmi perusahaan pertambangan.



Operasionalisasi variabel penelitian
Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh
badan atau perusahaan lain. Kepemilikan institusional diukur dengan prosentase.
Pengukuran kepemilikan institusional seperti ini jugadigunakan dalam penelitian yang
dilakukan oleh Winnig( 2016), mulyani (2018), Winata (2014), Salamah (2018),
Oktofian (2015).

Saham yang dimiliki institusi

K ilikan Institusional =
epemiikan tnstitusiona Jumlah saham yang diterbitkan

KomisarisIndependen

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak berafiliasi dengan
perusahaan atau dengan kata lain berasal dari luar perusahaan.. Komisaris independen
diukur dengan presentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris
dalam susunan perusahaan.pengukuran ini juga digunakan dalam penelitian Winata
(2014), Mulyani (2018) Oktofian (2015), Salamah (2018)

o jumlah dewan komisaris independen
komisaris independen =

jumlah dewan komisaris

Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi
audit eksternal perusahaan dan merupakan penghubung antara perusahaan dengan
auditor (mulyani (2018). komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal satu
diantaranya memiliki keahlian dalam keuangan dan akuntansi. Bursa Efek Indonesia
mewajibkan setigp perusahaan yang terdaftar untuk memiliki komite audit. Komite
audit diukur dengan total jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan
Winnie (2016), mulyani (2018), Winata (2014), Salamah (2018), Oktofian (2015)

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang ditemukan oleh auditor dalam
proses mengaudit laporan keuangan peruahaan dapat menemukan pelanggaran yang
terjadi dalam system akuntansi perusshaam dan melaporkannya dalam laporan
keuangan auditan ( Dewi dan Jati , 2014). Kualitas audit diukur dengan variabel
dummy yaitu 1 untuk laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big four



dan 0 untuk laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang bukan termasuk KAP Big
Four. pengukuran serupa digunakan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh
Damayanti dan Tridahus (2016), Annisa (2012), Mulyani (2018).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk
mengurangi kewgjiban pgak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpgakan
yang berlaku (Dyreng, 2008). Variabel ini diukur dengan Cash ETR (Effective Tax
Rate) perusahaan yaitu jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba
sebelum pajak. rumus Cash ETR dikemukakan oleh Hanlon dan Heiztmen (2010) dan
pengukuran ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktofian (2015),
Winnie (2016), Aryani dan Astuti (2016), Mulyani (2018)

Cash Tax Paid i, t

C hE = ;
Pretax Income i, t

Metode Analisis Data

Tekhnik analisis data yang diguakan adalah analisis regresi linier berganda
dengan bantuan program SPSS (Satistical Package for Social Science) untuk
melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji
heterokedastisistas) dan uji Hipotesis yaitu uji t dan koefisien determinasi,. Persamaan
regresi linier yang digambarkan dalam bentuk persamaan di bawah ini :

Y=o+ BaXy + BoX2 + BaX3+ PaXa + €

K eterangan:

Y = Penghindaran Pgjak

a = Konstanta

X1 = Kepemilikan Intitusional
X2 = Komisaris Independen
X3 = Komite Audit

X4 =Kualitas Audit

¢ = Kesalahan / Error

B1- B4= Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel independen



Hasil dan Pembahasan
Tabel 1
Hasi| statistik deskriptif
Sumber: Data sekunder, diolah, 2019

KEPEMILIKAN KOMISARIS KOMITE | KUALITAS | PENGHINDARAN
INSTTITUSIONAL INDEPENDEN AUDIT AUDIT PAJAK
Minimum | 0.26 0.33 2 0 0.16
Maximum | 0.97 0.50 4 1 0.47
Mean 0.66 0.41 3.10 0.77 0.31
Std Dev 0.21 0.071 0.50 0.42 0.07

Berdasrkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa data dari
variabel kepemilikan institusional, komisaris independent, komite audit dan kualitas
audit diniliai baik dikarenakan nilai rata rata setigp variabel kecuali komisaris
independent lebih besar daripada nilai standar deviasinya.

Uji Asumsi Klasik

Daam penelitian ini terdapat 4 uji yang digunakan untuk uji asums klaslik
yaitu: uji normalitas, uji autokotrelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.
Uji Normalitas Data

Uji notmalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan
menggunakan tarif signifikansi sebesar 0,05,sehingga data dinyatakan normal apabila
nilai signifikansi diatas 0,05.
Tabel 2
Hasil uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 39
Normal Mean OE-7
Parametersab Std. Deviation .06249989
Most Extreme Absglute 082
Differences P05|t|ye 082
Negative -.060

Kolmogorov-Smirnov Z .510
Asymp. Sig. (2-tailed) .957

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder, diolah, 2019



Berdasarkan hsil uji normalitas padatabel 2, diperoleh nilai sginifikansi sebesar 0.957,
dimana angka tersebut Iebih besar daipada 0.05 yang artinya data dalam penelitian ini
terdistribusi dengan normal.

Uji Autokorelas

Daam pendlitian ini uji autokorelass menggunakan uji Durbin Watson.
Berdasarkan hasil uji durbin Watson padatabel 3 dibawah, diperoleh nilai DW sebesar
2.088. Sedangakan untuk nilai du untuk K (4) dan N (39) adalah 1.732 dan nilai (4-du)
adalah 2.268. dengan demikian nilai DW terletak diantara du dan (4-du) sehinggadapat
ditarik kesimpulan tidak terdapat autokorelasi antararesidual

Tabe 3 hasil uji Durbin Watson

Durbin
Watsson
2.088

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat perolehan VIF (Variance
Infllance factor dan nilai tolerance yang diperoleh, berikut hasil nilai yang diperoleh

Tabd 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Collinearity Statistic
Bebas Tolerance VIF
X1 0.879 1.138
X2 0.803 1.246
X3 0.892 1.120
X4 0.821 1.217

Sumber: Data sekunder, diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4, nilai VIF dari semuavariabel dibawah 10 dan nilal tolerance lebih
dari 0.1, sehingga dapat dissimpulkan tidak terdapat multikolinearitas dalam data
penelitianini.

Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas melalui grafik scatterplot, apabila titik-titik pada grafik
menyebar dan tidak membentuk polatertentu maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala
heterokledastisitas, berikut hasil grafik scatterplot.



Gambar 1
Hasil Scatterplot Uji Heter oskedastisitas

Scatterplat
Dependent Varable: PENGHINDARAN PAJAK

Regrassian Studentized Residual
1

Regression Standardized Predicted Value

Sumber: Data sekunder, diolah, 2019

Berdasarkan gambar 1, grafik menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak
membentuk pola tertentu sehingga dapat dismpulkan tidak terdapat gejaa
heterokedastisitias

Hasil Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel indpenden terhadap variabel
dependen, apabila nilai signifikans lebih kecil daripada 0.05 maka variabel
menunjukkan pengaruh yang signifikan dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis
diterima. berikut hasil pengujian

Tabel 5
Hasl Uji t / Parsial
Variabel Bebas T Sig. K eputusan
X1 -2.641 0.012 Diterima
X2 3.124 0.004 Diterima
X3 2.786 0.009 Diterima
X4 -0.337 0.736 Ditolak

Sumber: Data sekunder, diolah, 2019

Hasil Uji Koefisien deter minasi
Koefisien determinasi berkisar antara O sampai dengan 1, semakin kecil nilai

yang diperoleh maka semakin kecil pula kemampuan variabel independent untuk
menjelaskan variabel dependen, berikut hasil uji koefisien determinasi.



Tabel 6
Hasil koefisien determinasi
Adjust R?
29,7%
Nila koefeisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.297 sehingga
dapat dismpulkan dalam penelitian ini kemampuan variabel dependen untuk
menjelaskan variabel dependen pada penelitian ini sebesar 29,7%.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan nilai
signifikasnsi sebesar 0.012 yang artinya variabel kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan sehingga hipotesis pertama yaitu kepemilikan institusional
terhadap penghindaran pajak dinyatakan diterima. dengan kata lain besar atau kecilnya
presentasi sasham yang dimiliki institusi mempengaruhi tindakan penghindaran pajak
yang dilakukan oleh perusahaan. Nila koefisien yang negative menunjukkan bahwa
pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak adalah negative,
dimana semakin besar presentasi kepemilikan institusi maka semakin kecil tindakan
penghindaran pajak yang terjadi. Hal ini dikarenakan institusi memiliki kemampuan
untuk menilai informasi yang lebih baik dan juga intitusi lebih mampu melakukan
pengawasaan daripadainvestor pribadi.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan nilai
signifikasnsi sebesar 0.004 yang artinya variabel komisaris independen berpengaruh
signifikan sehingga hipotesis kedua yaitu komisarisindependen terhadap penghindaran
pajak dinyatakan diterima. dengan kata lain besar atau kecilnya presentasi komisaris
independent dalam perusahaan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan. Nila koefisien yang positif menunjukkan bahwa pengaruh
komisaris independen terhadap penghindaran pajak adalah searah, dimana semakin
besar presentasi komisarisindependent dalam susunan dewan komisaris makasemakin
besar tindakan penghindaran pajak yang terjadi. Hal ini berbeda dengan anggapan
umum dimana sewagjarnya pengaruhnya adalah negative, hal ini bisa disebabkan
perusahaan hanya memenuhi persyaratan dari Bursa efek Indonesia dan belum pada
tahap untuk melaksanakan good cor por ate gover nance.

Pengaruh komite audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan nilai
signifikasnsi sebesar 0.004 yang artinya variabel komite audit berpengaruh signifikan



sehingga hipotesis ketiga yaitu komite audit terhadap penghindaran pajak dinyatakan
diterima. dengan kata lain besar atau kecilnya jumlah komite audit dalam perusahaan
mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai
koefisien yang positif menunjukkan bahwa pengarun komite audit terhadap
penghindaran pajak adalah searah, dimana semakin besar jumlah komite audit dalam
perusahaan maka semakin besar tindakan penghindaran pajak yang terjadi. Hal ini
berbeda dengan anggapan umum dimana sewaj arnya pengaruhnya adal ah negative, ha
ini bisa disebabkan perusahaan hanya memenuhi persyaratan dari Bursaefek Indonesia
dan belum pada tahap untuk melaksanakan good cor porate gover nance.

Pengaruh Kualitas audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan nilai
signifikasnsi sebesar 0.7336 yang artinya variabel kualitas audit tidak berpengaruh
signifikan sehingga hipotesis keempat yaitu kualitas audit terhadap penghindaran pagjak
dinyatakan ditolak. dengan kata lain baik perusahaan yang diaudit KAP Big Four atau
bukan Big Four tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pgjak yang dilakukan oleh
perusahaan

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka diperol eh kesimpulan
sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusonal memiliki pengaruh berlawanan arah terhadap
penghindaran pajak, semakin tinggi prosentase kepemilikan intitusional
semakin kecil penghindaran pajak

2. Komisarisindependent memiliki pengaruh yang searah terhadap penghindaran
paak, semakin besar prosentase komisaris independent, semakin baik
penghindaran pajaknya

3. Komite audit memiliki pengaruh yang searah terhadap penghindaran pajak,
semakin besar prosentase komite audit, semakin baik penghindaran pajaknya

4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pgjak

K eterbatasan pendlitian
Adapun keterbatasan dalam penelitianini :

1. Variabel penelitian yang digunakan dalam memprediksi penghindaran pajak
hanya memperoleh nilai adjusted R square sebesar 29.7% . ha ini berarti
70,3% penghindaran pajak diprediksi dengan variabel lain.



Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain sebagai proksi corporate
governance seperti kepemilikan mangerial, ukuran perusahaan, kompensasi
manajemen, ukuran dewan direksi, maupun ROA.
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